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BUPATI PIDIE JAYA
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun
Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistern Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516});

2. Undang ..



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4683);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42},

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lampiran Republik Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operaional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam
Negert nomor 36 Tahun 2018 tentang cara Perhitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1781);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336
Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja
Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam
Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran
2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2023 Tentang Pengeloiaan Dana Bagi Hasil Perkebunan
Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
715);

25. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 759);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
Nomor4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie
Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020
Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie
Jaya Tahun 2022 Nomor 3);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun 2023 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

Nomor 4 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.

R Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan

Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses

demokratis vyang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil.

4, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah

unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya

dipilih melalui Pemilihan Umum.

5. Wakil ..
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Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.

Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari
Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga
Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan
Aceh Kabupaten Pidie Jaya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan
dengan ganun.

Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Kabupaten.
Pengeluaran Kabupaten adalah uang yang keluar dari kas Kabupaten.
Pendapatan Kabupaten adalah semua hak Kabupaten yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kabupaten guna
mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber
dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan' APBN vyang dialokastkan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Kabupaten untuk mendanai
kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
Belanja Kabupaten adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.
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Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Utang Kabupaten yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Kabupaten dan/atau kewajiban Pemerintah
Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
Pemberian Pinjaman Kabupaten adalah bentuk investasi Pemerintah
Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya, badan
layanan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten lainnya, badan usaha
milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan
hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten yang tidak dapat dibebankan

dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, semula sebesar
Rp. 898.370.441.245,00 bertambah sebesar Rp. 42.926.045.305,44 sehingga menjadi
Rp. 941.296.486.550,44 dengan rincian sebagai berikut :

1

Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 898.370.441.245,00

b. Bertambah/berkurang Rp. 42.926.045.305,4:4

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 941.296.486.550,44
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 897.270.441.245,00

b. Bertambah/ berkurang Rp. 87.952.559.731,97

3.Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 985.223.000.976,97

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan
1). Semula Rp. 0,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 45.026.514.426,53
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahanRp. 45.026.514.426,53

b.Pengeluaran .|.



b. Pengeluaran pembiayaan

1). Semula Rp. 1.100.000.000,00

2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.100.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 43.926.514.426,53

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran [

2. Lampiran 11

3. Lampiran III
4. Lampiran IV

S. Lampiran V

6.Lampiran V]

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK vyang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBK Menurut® Urusan Pemerintah
Daerah, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA  Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas
Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan

Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal4 .[.



Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 2 November 2023 M
18 Rabiul Akhir 1445 H

§B PIDIE JAYAQ'
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Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 2 November 2023 M
18 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,@(

-

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 31



